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Abstrak 
 
Permasalahan UMKM di Desa Jetis Mojokerto yang belum memiliki sertifikat halal umumnya disebabkan oleh 
keterbatasan pemahaman terkait prosedur, persyaratan administratif, serta urgensi sertifikasi halal dalam 
meningkatkan daya saing produk di pasar. Padahal ketentuan sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
bertujuan untuk meningkatkan legalitas produk UMKM melalui pendampingan proses sertifikasi halal secara 
sistematis. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pelaku UMKM 
sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, identifikasi bahan baku, pemenuhan 
dokumen, hingga pengajuan sertifikasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam 
pemahaman, kesadaran hukum, serta keterampilan administratif pelaku UMKM dalam memenuhi standar 
jaminan produk halal. Kesimpulannya, pendampingan berbasis partisipatif terbukti efektif dalam mendorong 
kemandirian pelaku UMKM serta memperkuat legalitas dan daya saing produk secara berkelanjutan.  
 
Kata kunci: Sertifikasi halal, legalitas produk, pendampingan sertifikasi 
 
Abstract 
 
The challenges faced by MSMEs in Jetis Village, Mojokerto, that do not yet have halal certification are generally 
caused by a lack of understanding regarding procedures, administrative requirements, and the importance of 
halal certification in enhancing product competitiveness in the market. In fact, halal certification regulations 
are stipulated in Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This community service activity aims to 
enhance the legal compliance of SME products through systematic guidance on the halal certification process. 
The method employed is a participatory approach, involving SME operators as active participants in every 
stage, from awareness-raising, raw material identification, document preparation, to certification submission. 
The results of the activity indicate a significant improvement in the understanding, legal awareness, and 
administrative skills of SME operators in meeting halal product assurance standards. In conclusion, 
participatory-based assistance has proven effective in fostering the independence of SME operators and 
strengthening the legality and competitiveness of products in a sustainable manner. 
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PENDAHULUAN 

Desa Jetis merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini memiliki posisi strategis 

karena berada di kawasan yang berkembang dengan akses transportasi yang cukup 

memadai serta didukung oleh pertumbuhan permukiman baru, seperti Perumahan Griya 

Jetis Permai (Widia et al., 2025). Perkembangan wilayah tersebut turut mendorong 

aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat mendorong 

berkembangnya berbagai usaha rumah tangga, khususnya di bidang produksi makanan 

ringan. Salah satu UMKM yang berkembang adalah Dapur Bu Hadi yang memproduksi 

keripik tempe, keripik bayam, dan keripik pisang (Latifah & Abdullah, 2022). 

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengembangkan usahanya 

untuk memperkuat perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. Pemerintah mendukung hal tersebut dengan mempermudah pengurusan 

legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal produk. Legalitas menjadi standar wajib yang 

harus dipenuhi pelaku UMKM agar mampu bersaing di era pasar bebas (Safi & Fadhillah, 

2024). Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak 

memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk 

mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain 

sebagainya (Robbani et al., 2025). Legalitas usaha merupakan izin penting yang 

menunjukkan identitas dan melegalkan suatu usaha agar diterima masyarakat. Negara 

memberikan pengakuan melalui legalitas tersebut, sehingga pelaku usaha dapat 

menjadikannya sebagai syarat untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (Yuniar 

& Heikal, 2024). 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya legalitas usaha dan 

sertifikasi halal bagi UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Zain menekankan pentingnya 

kesadaran hukum pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal (Dawam & 

Iswandi, 2023). Menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha seperti pengurusan 

Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya 

saing UMKM (Hashim et al., 2023). Kajian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada 

aspek normatif dan administratif secara umum, serta belum secara spesifik menguraikan 

implementasi pendampingan sertifikasi halal secara langsung di tingkat desa dengan 

pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan edukasi hukum dan asistensi teknis 

pengajuan sertifikasi (Ilham, 2025). 

Pengajuan sertifikasi halal saat ini sudah menjadi suatu tugas yang harus 

dilakukan oleh para pelaku usaha adalah mendaftarkan produk mereka. Karena 

kompetisi antar produk lokal dan import semakin terlihat di pasar (Nurfitriani, 2024). 

Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk pengakuan resmi yang menyatakan bahwa 

suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam terkait kehalalan bahan, proses 

produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajiannya (Utami, 2025). Penyelenggaraan 

sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
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berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang NRI Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. Proses penetapan kehalalan produk dilakukan melalui 

pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal serta penetapan fatwa 

halal oleh Majelis Ulama Indonesia (Prayuti & Mistunah, 2023). Sertifikasi halal tidak 

hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan daya tarik penjualan 

karena menumbuhkan kepercayaan konsumen. Logo halal yang bernuansa keislaman 

memiliki makna sakral dan memperkuat persepsi positif terhadap produk. Melalui 

penerapan Undang-Undang, pemerintah mendorong seluruh produk yang beredar di 

Indonesia, termasuk UMKM, untuk memiliki sertifikasi halal (Amin & Lahaji, 2021). 

Proses Produk Halal (PPH) adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria kehalalan yang melibatkan tahap 

penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, 

hingga penyajian produk (JDIH, 2014). Dengan diterapkannya undang-undang ini, 

diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia akan memiliki sertifikasi Halal, 

termasuk juga produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Syarifah, 2025). 

Terdapat berbagai macam produk UMKM yang ada di Desa Jetis, terkhususnya 

tempat kami melakukan PKM di Desa Jetis Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang 

berkembang pesat dalam industri pabrik dan jajanan. Dapur Bu Hadi merupakan salah 

satu UMKM di Desa Jetis yang terletak di Perumahan Griya Jetis Permai Blok 3 Jalan Jetis, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan memproduksi berbagai macam makanan 

ringan (snack) seperti :Keripik Tempe, Keripik Bayam, dan Keripik Pisang. Permasalahan 

yang dihadapi oleh UMKM tersebut adalah produk tersebut belum memiliki legalitas 

produk atau sertifikasi halal (Muthafaticha et al., 2023). Dengan adanya permasalahan-

permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu 

pendampingan pengurusan sertifikasi halal pada UMKM Dapur Bu Hadi. Dalam rangka 

menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan 

partisipatif yang meliputi edukasi mengenai urgensi sertifikasi halal, wawancara dan 

identifikasi kebutuhan usaha. Serta pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi 

halal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, 

dan kemandirian pelaku UMKM dalam menjaga legalitas dan keberlanjutan usahanya 

(Irwandi, 2023). 

Mahasiswa UMG selanjutnya mendampingi UMKM Dapur Bu Hadi dalam proses 

sertifikasi halal sebagai dasar legalitas usaha, pengurusan izin edar pangan, dan 

pengajuan melalui sistem terintegrasi. Mereka juga meningkatkan kesadaran pelaku 

usaha tentang manfaat strategis sertifikasi halal untuk memperkuat kepercayaan 

konsumen dan memperluas akses pasar (Utami et al., 2025). Melalui pendampingan 

pendaftaran sertifikasi halal, UMKM Dapur Bu Hadi diharapkan mampu memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola 

usaha. Pengabdian ini bertujuan menggambarkan implementasi pendampingan 

sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jetis, khususnya Dapur Bu Hadi, sebagai upaya 

memperkuat legalitas dan perlindungan hukum produk (Hamka et al., 2024). Dengan 

demikian, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan 
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implementasi proses pendampingan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan 

legalitas dan perlindungan hukum produk bagi pelaku UMKM di Desa Jetis. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 

pukul 12.00 WIB di lokasi produksi UMKM Dapur Bu Hadi yang beralamat di Perumahan 

Griya Jetis Permai Blok 3, Jalan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan pendampingan partisipatif, yang 

menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan edukasi dan sosialisasi, yaitu pemberian 

pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk 

legalitas produk serta perlindungan hukum. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, prosedur 

pengajuan sertifikasi halal, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal.  

Selanjutnya, dilakukan wawancara dan identifikasi kebutuhan untuk memperoleh 

gambaran kondisi riil usaha. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kesiapan 

administrasi, penggunaan bahan baku, serta proses produksi yang dijalankan oleh pelaku 

UMKM. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, baik dari 

aspek pemahaman regulasi maupun kelengkapan dokumen. Tahap berikutnya adalah 

pendampingan teknis, yang meliputi bantuan dalam penyiapan dokumen, pengisian data 

usaha, serta proses pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem yang berlaku. 

Pendampingan dilakukan secara intensif guna memastikan seluruh tahapan berjalan 

secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Melalui metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan 

aspek legalitas formal berupa sertifikasi halal, tetapi juga bertujuan meningkatkan 

kesadaran hukum, tertib administrasi, serta kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola 

legalitas usaha secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan 

diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam menjaga kualitas dan 

kehalalan produk secara konsisten. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh tim PKM kepada UMKM Dapur 

Bu Hadi, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi awal usaha sebelum proses 

pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh 

UMKM Dapur Bu Hadi terletak pada aspek keterbatasan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai urgensi serta mekanisme sertifikasi halal. Kurangnya informasi mengenai 

prosedur pengajuan, persyaratan dokumen, serta alur verifikasi menyebabkan pelaku 

usaha belum memiliki kesiapan administratif yang memadai. Dengan demikian, 

keterbatasan yang dialami UMKM Dapur Bu Hadi bersifat edukatif dan administratif, 

sehingga memerlukan intervensi dalam bentuk pendampingan yang terstruktur dan 
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berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi, pemahaman regulatif, serta penguatan sistem 

dokumentasi menjadi langkah strategis untuk mendukung kesiapan pelaku usaha dalam 

mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dan berkelanjutan (Fitriana et al., 2020). 

Pada sesi ini, para Mahasiswa memberikan edukasi kepada pelaku UMKM Dapur 

Bu Hadi mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam 

menjamin kualitas dan keamanan produk, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

regulasi yang berlaku. Edukasi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mitra 

usaha terkait urgensi sertifikasi halal, tidak hanya dari perspektif normatif keagamaan, 

tetapi juga dari sudut pandang hukum, ekonomi, dan keberlanjutan usaha (Hafizi & Athar, 

2024). Dalam pemaparannya, mahasiswa menjelaskan bahwa sertifikasi halal 

merupakan bagian dari sistem jaminan produk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas 

kehalalan suatu produk. Penjelasan ini mencakup dasar regulasi, prosedur pengajuan 

sertifikasi, serta konsekuensi administratif apabila pelaku usaha belum memenuhi 

kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaku UMKM 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi sertifikasi halal dalam 

sistem hukum nasional. 

 

 
Gambar 1. Pemberian Edukasi Sertifikasi Halal 

 

Tahap persiapan dokumentasi merupakan langkah awal yang penting dalam 

proses pengajuan sertifikasi halal. Pada tahap ini, pelaku UMKM Dapur Bu Hadi 

dibimbing untuk menyiapkan semua dokumen yang menjadi persyaratan sesuai 

ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dokumen yang 

disiapkan meliputi daftar bahan baku yang digunakan, informasi mengenai pemasok, alur 

proses produksi, serta catatan kebersihan dan penggunaan peralatan produksi. 
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Gambar 2. Proses Persiapan Dokumen 

 

Tahap selanjutnya dalam kegiatan pendampingan adalah proses pendaftaran 

sertifikasi halal. Pada tahap ini, mahasiswa mendampingi pelaku UMKM Dapur Bu Hadi 

dalam memahami dan mempraktikkan secara langsung alur pengajuan sertifikasi halal 

sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pendaftaran dilakukan melalui sistem yang 

dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dimulai dari 

pembuatan akun, pengisian data identitas usaha, hingga pengunggahan dokumen 

persyaratan (Sya’bani, 2024). Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha dibimbing untuk 

menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti data Nomor Induk Berusaha (NIB), 

daftar produk yang diajukan, daftar bahan baku beserta pemasoknya, serta alur proses 

produksi. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen agar tidak terjadi kendala pada tahap verifikasi. Pendampingan ini bertujuan 

agar pelaku UMKM tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi juga memahami setiap tahapan 

yang dilalui dalam proses sertifikasi. 

 

 
Gambar 3. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal 

 

Kegiatan edukasi mengenai Pentingnya sertifikasi halal  dan juga pendampingan 

proses pengajuan sertifikasi halal yang dilaksanakan di Desa Jetis yang terletak di 

Perumahan Griya Jetis Permai Blok 3 Jalan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto 

lebih tepatnya pada pelaku UMKM yakni Dapur Bu Hadi pada 10 Februari 2025. 

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum adanya pendampingan, pelaku usaha mengaku 
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belum memahami secara menyeluruh terkait prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. 

Informasi yang dimiliki masih terbatas pada anggapan bahwa prosesnya rumit dan 

membutuhkan biaya besar. Pelaku usaha belum melakukan pencatatan bahan baku 

secara sistematis serta belum memahami pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal 

(SJPH) dalam proses produksi (Bu Hadi, 2026).   

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pelaku usaha mulai 

memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal, mulai dari identifikasi bahan, penataan 

alur produksi, hingga penyusunan dokumen administratif. Pelaku usaha juga 

menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan mahasiswa sangat membantu dalam 

proses pengisian data pada sistem pendaftaran yang sebelumnya dianggap sulit. 

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM 

Dapur Bu Hadi di menunjukkan beberapa capaian yang signifikan.  

Pertama, terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi 

sertifikasi halal, baik dari aspek regulatif maupun aspek strategis dalam pengembangan 

usaha. Sebelum kegiatan berlangsung, pemahaman dari pelaku usaha UMKM masih 

terbatas pada persepsi bahwa sertifikasi halal hanya berkaitan dengan label keagamaan. 

Setelah diberikan materi edukatif, pelaku UMKM memahami bahwa sertifikasi halal 

merupakan bagian dari sistem jaminan mutu yang terstandarisasi dan memiliki implikasi 

hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) (Suryani, 2024). Kedua, terjadi kesadaran dari pelaku usaha UMKM setelah 

diberikan edukasi dan pendampingan proses sertifikasi halal bahwa sertifikasi halal 

merupakan instrumen yang penting dalam perlindungan hukum produk dan keamanan 

produk. Ketiga, Setelah diberikan edukasi dan pendampingan, pelaku UMKM Dapur Bu 

Hadi kini memahami dan mengetahui secara jelas bahwa proses pengajuan dokumen 

sertifikasi halal tidak sekedar mengisi formulir, tetapi melibatkan beberapa tahapan yang 

sistematis (Ibrahim & Masruhen, 2024).  

Sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan 

bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat 

dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada 

kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan 

mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya 

sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai. Kegiatan sosialisasi 

dengan judul "Edukasi Peningkatan Kualitas UMKM melalui Strategi Manajemen Usaha, 

Legalitas Produk, Pemilihan Identitas Visual Produk, dan Proses Produksi Pangan Yang 

Sehat" diikuti oleh Pelaku UMKM Desa Jetis dan Ibu PKK (Aisi, 2023).  

Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Sigit 

Purnomo selaku Kepala Desa Jetis. Setelah itu, disampaikan materi tentang pentingnya 

sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari 

penyampaian materi tersebut, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta 

mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku 

UMKM (Lastfitriani et al., 2024). Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi 

yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab 
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usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. 

Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada 

para pelaku UMKM dan Ibu PKK yang telah berpartisipasi dalam program ini (Mohd Nor 

& Hassan, 2022). 

 

 
Gambar 4. Sosialisasi Proses Sertifikasi Halal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku 

UMKM Dapur Bu Hadi di Desa Jetis, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini 

berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas 

serta perlindungan hukum produk. Pendampingan yang dilakukan melalui tahapan 

edukasi, wawancara, identifikasi kebutuhan, persiapan dokumen, hingga proses 

pendaftaran sertifikasi halal. Dengan adanya edukasi dan implementasi proses sertifikasi 

halal diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi 

sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NRI Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan 

persyaratan administratif semata, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran 

hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha. Pelaku UMKM memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), 

pentingnya dokumentasi bahan baku dan proses produksi, serta mekanisme pengajuan 

melalui sistem yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan 

demikian, pendampingan ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing, 

meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memastikan kepastian hukum atas produk 

yang dihasilkan. 
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